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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

9

BUPATI BANTUL,

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional,
dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana
kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan,
sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;

bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah
kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada
rencana kerja pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Bupati adalah Bupati Bantul.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan

sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB 11 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

-------
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pada .}.J oat—3 j,u. 2025
SEKRETARIS . DAERAH KABUPATEN BANTUL

ﬁERTTA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42.



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL




BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah
termasuk oleh Kapanewon Pandak. Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah. Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026 akan menjadi pedoman
dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur
pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara
simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan
RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar
tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta

menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Kapanewon Pandak Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal,

c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026 disusun dengan berpedoman

pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan



Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi
Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Raneangan—Awal Renja Kapanewon
Pandak Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 2021 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;



. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan ( Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
173);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);



1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 Nomor 32);

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan
gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan
kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka
pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah
sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang
akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah
sebagai berikut:
1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026 adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



BAB III.

BAB IV.

BAB V.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.
3.2.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP



BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024,

2. evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target
Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026
berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah

dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu,
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 dilakukan
untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan
Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewo Pandak



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak

Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Program /Kegiatan/Subkeg
No iatan yang Tidak Faktor Penghambat
Memenuhi Target Kinerja
1. | NIHIL NIHIL

Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target
kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung
keberhasilan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.3
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Program /Kegiatan/Subkegia
No | tan yang Memenuhi Target Faktor Pendukung Keberhasilan
Kinerja
1. | PROGRAM Adanya kerjasama yang baik
PENYELENGGARAAN antara Pelaku UMKM, Pelaku
KEISTIMEWAAN seni dan Budaya, Kalurahan,
YOGYAKARTA URUSAN Kapanewon dan Forkompimkap
KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Adanya kerjasama yang baik
Lembaga Budaya antara Pelaku UMKM, Pelaku
seni dan Budaya, Kalurahan,
Kapanewon dan Forkompimkap
Gelar BudayaJogja Adanya kerjasama yang baik
antara Pelaku UMKM, Pelaku seni
dan Budaya, Kalurahan,
Kapanewon dan Forkompimkap
2. | PROGRAM Adanya Regulasi yang jelas
PENYELENGGARAAN untuk pelaksanaan dana
KEISTIMEWAAN kesitimewaan
YOGYAKARTA URUSAN




No

Program /Kegiatan /Subkegia
tan yang Memenuhi Target
Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN.

Perencanaan dan

Adanya Regulasi yang jelas

Pengendalian Pelaksanaan | untuk pelaksanaan dana
Kegiatan Keistimewaan kesitimewaan

Penyusunan Rencana Pendampingan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan kegiatan yang intensif dari
Keistimewaan Pemerintah Kabupaten
PROGRAM PENUNJANG Koordinasi, kerjasama dan
URUSAN PEMERINTAHAN | partisipasi yang aktif dari

DAERAH

pelaksana kegiatan baik dalam

KABUPATEN/KOTA perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan

Perencanaan, Koordinasi, kerjasama dan

Penganggaran, dan partisipasi yang aktif dari

Evaluasi Kinerja Perangkat

pelaksana kegiatan baik dalam

Daerah perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan

Penyusunan Dokumen Penyusunan perencanaan

Perencanaan Perangkat kegiatan tepat waktu

Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Capaian kinerja,

Daerah keuangan dan barang

dilaksanakan secara rutin dan
terdokumentasi dalam system IT

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Koordinasi, kerjasama dan
partisipasi yang aktif dari
pelaksana kegiatan baik dalam
perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan serta pembayaran
gaji dan tunjangan tepat waktu

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN sesuai
dengan kinerja

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan keuangan Bulanan,
Triwulanan /semesteran
SKPD

Kegiatan dilaksnakan secara
rutin dan terdokumentasi dengan
baik

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Koordinasi, kerjasama dan
partisipasi yang aktif dari
pelaksana kegiatan baik dalam

perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan
Monitoring Evaluasi dan Database kepegawaian yang

Penilaian Kinerja Pegawai

selalu update




No

Program /Kegiatan /Subkegia
tan yang Memenuhi Target
Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Koordinasi, kerjasama dan
partisipasi yang aktif dari
pelaksana kegiatan baik dalam
perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Barang tersedia di pasar

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Barang tersedia di pasar

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Barang tersedia di pasar

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Banyaknya penyedia jasa/barang

Penyediaan Bahan Bacaan Beragamnya pilihan media
dan Peraturan Perundang- | informasi

undangan

Penyelenggaraan Rapat Kegiatan terencana dan

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

terlaksana tepat waktu

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Terlaksananya penataan arsip

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Dukungan fasilitas yang memadai

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Inventarisasi
Kebutuhan Barang Milik Daerah
secara Rutin

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Banyaknya pilihan penyedia jasa
pengadaan Peralatan dan mesin

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Ketersediaan sumber daya
serta pemanfaatan yang bijak

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Kesadaran dari seluruh
karyawan /karyawati dalam
memanfaatkan listrik dan

sumberdaya lainnya secara bijak

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Kesadaran dari seluruh
karyawan /karyawati dalam
memanfaatkan sumberdaya

secara bijak

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Kemampuan dan integritas serta
kinerja yang bisa dihandalkan




No

Program /Kegiatan /Subkegia
tan yang Memenuhi Target
Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Inventarisasi kerusakan pada
gedung dan kendaraan secara
rutin dan berkala

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Kesadaran dan kepedulian
pengguna kendaraan dinas akan
kelayakan kendaraan yang
dipakai

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Inventarisasi secara rutin gedung

Gedung Kantor dan dan bangunan yang
Bangunan Lainnya membutuhkan perbaikan/
pemeliharaan

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Koordinasi/sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertkal Terkait

Koordinasi dan komunikasi yang
intensif dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Koordinasi dan komunikasi yang
intensif dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan

Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung kegiatan
pelayanan (software maupun
hardware)

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Kerjasama yang baik dan intens
antar pengampu kegiatan dan
stakeholder di Kapanewon

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Kerjasama yang baik dan intens
antar pengampu kegiatan dan
stakeholder di Kapanewon




No

Program /Kegiatan /Subkegia
tan yang Memenuhi Target
Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Tersusunnya
pembangunan desa

perencanaan

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Adanya kelompok-kelompok
pemberdayaan yang berkembang
di masyarakat

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan

Kerjasama yang baik dan intens
antar pengampu kegiatan dan
stakeholder di Kapanewon

Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat

Banyaknya potensi daerah yang
bisa dikembangkan

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Terjalinnya komunikasi yang
intensif dengan TNI/POLRI serta
instansi vertikal tingkat
kecamatan

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala
Daerah

Kerjasama yang baik dan intens
antar instansi di Kapanewon

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan

Rasa kebangsaan / Nasionalis
dan cinta tanah air yang besar




Program /Kegiatan /Subkegia
No | tan yang Memenuhi Target Faktor Pendukung Keberhasilan

Kinerja
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan
pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja
program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan yang

berbasis IT.

2. Peningkatan fasilitas pelayanan aduan melalai melalui web guna

perbaikan pelayanan.

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui peningkatan sarana

prasarana yang ramah anak dan aman bagi difabel dan usia

lanjut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pandak berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut,
analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang
telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan
pada tabel berikut:



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul Tahun 2024

Indikator Realisasi Target

No Kinerja Satuan
Utama (IKU) 2022 2023 2024 2025 2026

1 IKM Angka 91 94.51 94,55 91 92

Indeks Indeks n/a n/a n/a 3.70 3.80
Pelayanan
Publik
Kapanewon

3 Indeks Indeks n/a n/a n/a 92.29 92.58
Kualitas
Pelayanan di
Kapanewon

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak Tahun 2024 yang disajikan
pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pandak telah
memenuhi target bahkan cenderung meningkat dan hal tersebut karena
didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan
termasuk didalamnya IT yang dipergunakan;

2. Pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;

3. Prosedur pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan
mempersingkat prosedur pelayanan;

4. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapain sasaran serta

persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Pandak Tahun 2024
tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan
pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai
adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
3. Pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas

pelayanan:




4. Pengelolaan layanan aduan masyarakat untuk peningkatan

pelayanan melalui web.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Kapanewon Pandak  merupakan Perangkat @ Daerah  yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum. Dalam penyelenggaraan
urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai
berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan Kelemahan

Penerapan Reformasi Birokrasi yang | Belum optimalnya pemanfaatan
lebih sederhana sehingga lebih efektif | teknologi informasi dalam proses
dan efisien dalam penyelenggaraan | pelayanan kepada masyarakat

pemerintahan

Komitmen dalam melaksanakan tugas | Kompetensi dan profesionalitas
pokok dan fungsi kapanewon aparatur dalam pelayanan kepada
masyarakat belum sesuai harapan

Koordinasi dan sinergi serta kerjasama | Mekanisme dan pola kerja pelayanan
yang kuat antar stakeholders | kepada masyarakat belum tertata
(forkompimkap, para lurah beserta | secara maksimal

pamong, tokoh masyarakat, tokoh
agama, dsb.)

Dukungan teknologi dan informasi | Kurangnya inovasi dan adaptasi dalam
sebagai sarana prasarana penunjang | meningkatkan kualitas pelayanan
pelayanan yang memadai

Tersedianya dukungan SOP dan
Regulasi yang jelas tentang tugas dan
fungsi kapanewon

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan
tantangan yaitu:
Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang Tantangan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan | Wilayah dengan Angka kemiskinan
Komunikasi (TIK) yang terus | yang relatif masih cukup tinggi
Berkembang




Peluang Tantangan
Dukungan dan Fokus pemerintah pusat | Tuntutan masyarakat akan
dan daerah dalam  pelaksanaan | keterbukaan informasi dalam
reformasi birokrasi memperoleh pelayanan
Kapanewon Pandak yang sudah | Potensi Kesenjangan  Digital di
terkenal sejak dulu sebagai Pusat | Masyarakat

Kerajinan Batik

Lahan pertanian yang masih cukup luas
di wilayah kapanewon

Tuntutan masyarakat yang tinggi
akan pelayanan yang cepat, tepat
dan akurat

Banyaknya industri rumahtangga yang
muncul dan tumbuh berkembang di

Budaya Kerja dan Mindset yang Sulit
Berubah

masyarakat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun
2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan
sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada
masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam
mengupayakan penanggulangan masalah di wilayah baik bidang
ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman
ketertiban dan lingkungan hidup
Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan
Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun
swasta dalam meningkatkan dan mengembangkan produktifitas
industri yang berkembang di masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon
Pandak Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:



Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan penting

No
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja | Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 100
KEISTIMEWAAN Realisasi pelaksanaan program 100.000.000
YOGYAKARTA URUSAN kegiatan urusan kebudayaan
Persen
KEBUDAYAAN
100
Adat, seni, Tradisi dan Lembaga Capa_la_m ?elaksanaan kegiatan adat dan 100.000.000
Budaya tradisi di kapanewon
Persen
1
. Jumlah Laporan Gelar Budaya
Gelar Budaya Jogja Yogyakarta 100.000.000
Laporan
Persentase
perencanaan dan 100 100
pengendalian urusan
PROGRAM P
keistimewaan yang PROGRAM PENYELENGGARAAN :
PENYELENGGARAAN Kapanewon | berkualitas Persen KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Kapanewon | crscntase kescsuaian dokumen
1 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA - 116,040,000 perencanaan dan pengendalian 35.996.000
Pandak Tingkat penerapan URUSAN KELEMBAGAAN DAN Pandak . .
URUSAN KELEMBAGAAN DAN bud 83 KETATALAKSANAAN urusan keistimewaan dengan regulasi P
KETATALAKSANAAN ucaya ersen
pemerintahan
SATRIYA pada ASN Persen
di Kabupaten Bantul
Capaian kinerja
Perencanaan dan Pengendalian Kapanewon perencanaan dan 100 Penataan Kelembagaan dan Kapanewon Capaian pelaksanaan urusan 100
Pelaksana an Kegiatan P pengendalian 66,040,000 gaan P kelembagaan sesuai dengan perdais 35.996.000
. s Pandak . ketatalaksanaan Keistimewaan Pandak
keistimewaan kegiatan kelembagaan
keistimewaan Persen Persen
Jumlah Program
Penyusunan Rencana Program Kapanewon dan Kegiatan 2 66.040.000 2
dan Kegiatan Keistimewaan Pandak Keistimewan yang ’ ’
disusun dokumen P 4 d . Jumlah Dokumen Hasil Penerapan
. Capaian Kinerja cnerapan dan pencampingan Keistimewaan di
Peningkatan Budaya Kapanewon N isti
g > y P v Peningkat an Budaya 100 persen 50,000,000 | keistimewaan di kapanewon / Kapanewon Kapanewon/Kemantren dan 35.996.000
Pemerintahan Panda! Pemerintahan kemantren dan kalurahan / Pandak
Jumlah Dok kelurahan Kalurahaq / Keh,}ral}an yang dokumen
Implementasi Budaya uma oxumen 1 Didampingi
. X . Kapanewon Hasil Implementasi
Pemerintahan Satriya di K intah: 50,000,000
Kabupaten Bantul Pandal Budaya pemerintahan Dok
Kabupaten/ Kota oxumen
Capaian nilai 82 81.80
PROGRAM PENUNJANG s . . PROGRAM PENUNJANG URUSAN - s . . . B
2 | URUSAN PEMERINTAHAN K“g’a:;“l’:“ ﬁ“:“;“‘i"ll,‘t:f ﬁ‘!:‘te'f 4,128,482,764 PEMERINTAHAN DAERAH Kalfa::“l’:“ gﬂa‘ Ak‘tméai‘%g;s;ﬁnerjihtl%am‘lh 3.516.813.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA anda Sransit emerinta KABUPATEN/KOTA andal emerintah (AKIP) Perangkat Daera
(AKIP) angka angka
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95.37

Perangkat Daerah

Indeks




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan penting

No
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja | Target Capaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian | Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capaian kinerja 100 100
Perencanaan, Penganggaran, Kapanewon erencana an dan Perencanaan, Penganggaran, Kapanewon Capaian kinerja perencanaan dan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1? dak p luasi Kat 20,000,000 | dan Evaluasi Kinerja Perangkat l? dak pl . J kp td h 5.250.000
Daerah andal evaluasi perangka Pers en Daerah andal evaluasi perangkat daera Pers en
daerah
7 7
Penyusunan Dokumen Kapanewon Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Kapanewon Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan Perangkat Perencanaan 8,000,000 Perencanaan Perangkat 2,700,000
Pandak Pandak Daerah
Daerah Perangkat Daerah Daerah
dokumen dokumen
S Jumlah Laporan S Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Kapanewon Evaluasi Kinerja 5 dokumen 12,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Kapanewon Perangkat 5 dokumen 2,550,000
Daerah Pandak Daerah Pandak
Perangkat Daerah Daerah
Capaian kinerja 100 100
Administrasi Keuangan Kapanewon pengadministrasian 2.723.695,764 Administrasi Keuangan Kapanewon Capaian kinerja pengadministrasian 2.973.421.608
Perangkat Daerah Pandak keuangan perangkat Persen ’ ’ ’ Perangkat Daerah Pandak keuangan perangkat daerah Persen : : :
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kapanewon Jumlah Orang yang 21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kapanewon Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 20
Menerima Gaji dan Orang/ 2,654,450,764 A Orang/ 2,917,586,608
ASN Pandak . ASN Pandak Tunjangan ASN
Tunjangan ASN bulan bulan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Administrasi Kapanewon HasQ l?enyeclllaan 12 Penyediaan Administrasi Kapanewon Jum@a}‘l DOk.u men Hasil Penyediaan 12
Administrasi 60,245,000 Administrasi 52,010,000
Pelaksanaan Tugas ASN Pandak dokumen Pelaksanaan Tugas ASN Pandak dokumen
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN
ASN
Jumlah Laporan 22 22
Kepangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan u
Kapanewon . . Kapanewon Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan, Bulanan, Laporan Koordinasi 9,000,000 Laporan Keuangan, Bulanan, L 3.825.000
f Pandak h Pandak Koordinasi Penyusunan Laporan
Triwulanan, Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Laporan Triwulanan, Semesteran SKPD . Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Keuangan
i Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Kapanewon g:::il:in tl:l n?’.la Administrasi Kapanewon Capaian kinerja Administrasi
Kepegawaian apanewo stras 100 persen 4,000,000 Kepegawaian apanewo apaian winerja stras 100 persen 2,550,000
Pandak Kepegawaian Pandak Kepegawaian Perangkat Daerah
Perangkat Daerah P Perangkat Daerah
erangkat Daerah
- . Jumlah Dokumen - . Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, Kapanewon Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi, Kapanewon Monitoring, Evaluasi
dan Penilaian Kinerja P g, . L 4 Dokumen 4,000,000 dan Penilaian Kinerja p g, N V) 4 Dokumen 2,550,000
. Pandak dan Penilaian Kinerja . Pandak dan Penilaian Kinerja
Pegawai . Pegawai .
Pegawai Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Kapanewon Capaian kinerja 95 Administrasi Umum Perangkat Kapanewon Capaian kinerja pengelolaan 100
pengelolaan 298,747,969 . N 162.913.348
Daerah Pandak A . Daerah Pandak administrasi umum
administrasi umum Persen Persen
Jumlah Paket 4 4
Penyediaa n Komponen Instalasi Kapanewon Komponen Instalasi Penyediaa n Komponen Instalasi Kapanewon Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Pe nerangan Bangunan Ppan dak Listrik/Penerangan 7,500,000 | Listrik/Pe nerangan Bangunan l:?an dak Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.746.200
Kantor Bangunan Kantor Paket Kantor yang Disediakan Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket
4 4
Penyediaan Peralatan dan Kapanewon Peralatan  dan Penyediaan Peralatan dan Kapanewon Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan 29,154,408 Perlengkapan 47.760.448
Perlengkapan Kantor Pandak Perlengkapan Kantor Pandak N
Kantor yang Kantor yang Disediakan
S Paket Paket
Disediakan
Jumlah Paket
4 4
Penyediaan Peralatan Rumah Kapanewon Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah Kapanewon Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
Tangga Pandak Tangga yan; 26,793,561 Tangga Pandak yang 8.752.000
88 gga yang Paket £8 Disediakan Palket

Disediakan




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan penting

No
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja | Target Capaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian | Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Kapanewon Cetakan dan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Kapanewon Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4
21,800,000 Penggandaan 7.119.700
Penggandaan Pandak Penggandaan Penggandaan Pandak ane Disediakan
yang Disediakan Paket yang Paket
Jumlah Dokumen 1 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kapanewon Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Kapanewon Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- 7,000,000 Peraturan Perundang-Undangan yang 2,400,000
Peraturan Perundang-undangan Pandak Peraturan Perundang-undangan Pandak L
Undangan yang Dokumen Disediakan Dokumen
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kapanewon Penyelenggaraan 40 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kapanewon Jumlah Laporan Penyelenggaraan 40
oS . Rapat 195,000,000 . Rapat 86.035.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pandak . . dan Konsultasi SKPD Pandak . . .
Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X Dokumen Dokumen
Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen 1 . 1
Penatausahaan Arsip Dinamis Kapanewon Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip Dinamis Kapanewon Jl}mlal} Dokumen Penatausahaan Arsip
: . 8,500,000 Dinamis 2,550,000
pada SKPD Pandak Dinamis dokumen pada SKPD Pandak ada SKPD dokumen
pada SKPD p
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Dukungan Dukungan Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan
Slstem‘Pemennta_l'la_n Kapanewon P(lelaksanaan ) 1 Dokumen 3,000,000 Slstem‘Pemermta}'lan Kapanewon Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 2,550,000
Berbasis Elektronik Pandak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pandak Berbasis Elektronik
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD da SKPD
pada SKPD pada
e . e 100 a1e 100
Pengadaan Barang Milik Daerah Kapanewon Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Kapanewon Capaian kinerja pengadaan baran
Penunjang Urusan Pemerinta h P pengadaan barang 369,800,000 | Penunjang Urusan Pemerinta h P P Ja peng £ 22,500,000
Pandak o Pandak milik daerah
Daerah milik daerah Persen Daerah Persen
Kapanewon Jumlah Paket Mebel
Pengadaan Mebel Pandak yang Disediakan 3 paket 75,000,000
. Jumlah Unit Peralatan 5
Pgngadaan Peralatan dan Mesin Kapanewon dan Mesin Lainnya - 294,800,000
Lainnya Pandak X X Jenis
yang disediakan
Capaian kinerja 100 100
Penyediaan Jasa Penunjang Kapanewon penyediaan jasa 262,239,031 Penyediaan Jasa Penunjang Kapanewon Capaian kinerja penyediaan jasa 102,059,744
Urusan Pemerintahan Daerah Pandak penunjang urusan Persen § ’ Urusan Pemerintahan Daerah Pandak penunjang urusan pemerintah daerah Persen ’ ’
pemerintah daerah
Jumlah Laporan
. . . Penyediaan Jasa . . . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kapanewon | . 1 inikasi, Sumber 12 55,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Kapanewon | . 1 nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 62.300.000
Sumber Daya Air dan Listrik Pandak . it Laporan Sumber Daya Air dan Listrik Pandak s Laporan
Daya Air dan Listrik yang Disediakan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kapanewon Penyediaan Jasa 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kapanewon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4
Perlengkap an Kantor Pandak Peralatan dan Laporan 25,000,000 Perlengkap an Kantor Pandak Peralatan dan Laporan 14.640.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Kapanewon Pelayanan 4 182,239,031 Penyediaan Jasa Pelayanan Kapanewon Pelayanan 4 118,449,744
Umum Kantor Pandak Laporan Umum Kantor Pandak L Laporan
Umum Kantor yang Umum Kantor yang Disediakan
Disediakan
95 100
Pemelihar aan Barang Milik Kapanewon Capaian kinerja Pemelihar aan Barang Milik Kapanewon Capaian kinerja pemelihar aan baran
Daerah Penunjang Urusan P pemelihar aan 450,000,000 | Daerah Penunjang Urusan P P Ja p g 177.288.300
. Pandak 15 . Pandak milik daerah
Pemerinta han Daerah barang milik daerah Persen Pemerinta han Daerah Persen




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan penting

No
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja | Target Capaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian | Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Kendaraan 7 9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perorangan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, .
- X . . X . . Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kapanewon atau Kendaraan Dinas Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kapanewon X
B 155,000,000 X atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 125.136.600
Kendaraan Perorangan Dinas Pandak Jabatan yang Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Pandak Dipelihara dan dibavarkan Pajaknya Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan Kendaraan Dinas Jabatan P Y J Yy
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Gedung 2 3
Pemelihara an/Rehabil itasi Kapanewon Kantor dan Bangunan Pemelihara an/Rehabil itasi Kapanewon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Gedung Kantor dan Bangunan P?andak Lainnya . 295,000,000 Gedung Kantor dan Bangunan F?andak Lainnya . 52.151.700
Lainnya yang Dipelihara/ Unit Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit
Direhabilitasi
92 81
PROGRAM
Cakupan penyeleng PROGRAM PENYELE NGGARAA
3 | PENYELENGGARAAN Kapanewon | . .n pemerinta han 81,500,000 N PEMERIN TAHAN DAN Kapanewon | (... Kinerja Kebijakan Pelayanan 28.535.000
PEMERINTAHAN DAN Pandak dan pelayanan publik Persen PELAYAN AN PUBLIK Pandak Persen
PELAYANAN PUBLIK pelay P
. . Capaian kinerja 90 . . 100
Koordinasi Penyeleng garaan Kapanewon enyeleng garaan Koordinasi Penyeleng garaan Kapanewon Cakupan koordinasi penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di I?an dak p my rint§ ian 55,000,000 Kegiatan Pemerintahan di lfan dak m :intahan ka anpw S:_l 28 20.135.000
Tingkat Kecamatan ﬂe € Persen Tingkat Kecamatan peme panewo Persen
apanewo n
Jumlah Laporan 4 4
Koordinasi /Sinergi Perencana an Koordinasi/ Sinergi Koordinasi /Sinergi Perencana an . R .
4 Perencanaan dan . Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
dan Pelaksana an Kegiatan . dan Pelaksana an Kegiatan Y
. Kapanewon Pelaksanaan Kegiatan . Kapanewon Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerinta han dengan Pert ) 5,600,000 Pemerinta han dengan Pert 3 5,600,000
§ B Pandak Pemerintahan dengan A . Pandak Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
Daerah dan Instansi Vertikal Laporan Daerah dan Instansi Vertikal . . X Laporan
X Perangkat Daerah dan . dan Instansi Vertikal Terkait
Terkait - . Terkait
Instansi Vertikal
Terkait
Jumlah  Dokumen 5 4
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kapanewon Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kapanewon Jumlah  Dokumen Peningkatan
Pemerintahan di Tingkat apanewo Efektifitas Kegiatan 49,400,000 | Pemerintahan di Tingkat apanewo Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 14.535.000
Pandak . . Pandak .
Kecamatan Pemerintahan di Dokumen Kecamatan Tingkat Kecamatan Dokumen
Tingkat Kecamatan
90 100
Pelaksana an Urusan Pemerinta Kapanewon Capaian kinerja Pelaksana an Urusan Pemerinta Kapanewon Cakupan koordinasi pelayanan
han yang Dilimpahk an kepada P pelayanan kapanewo 26,500,000 han yang Dilimpahk an kepada P P pelay 8.400.000,
Pandak Persen Pandak kapanewo Persen
Camat n Camat
Jumlah Laporan 2 2
Pelaksanaan Urusan Pemerinta Kapanewon Pelaksanaan Non Pelaksanaan Urusan Pemerinta Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Non
han yang terkait dengan g’an e Perizinan 26,500,000 | han yang terkait dengan lfan P oeriviaan a%a usan Do e 8.400.000,
Nonperizinan pada Urusan Laporan Nonperizinan p Laporan
Pemerintahan
PROGRAM PEMBERD AYAAN Eapanewon Cakupan pemberda 97 PROGRAM PEMBERD AYAAN Kapanewon Capaian Kinerja pemberdayaan 100
4 MASYARAKAT DESA DAN ;’an ek yaan kepada 303,500,000 | MASYARAKAT DESA DAN lran ek ma" o kat Jap y 99.439.000
KELURAHAN masyarakat Persen KELURAHAN Y Persen
Capaian kinerja 100 100
Koordinasi Kegiatan Pemberda Kapanewon pemberda yaan Koordinasi Kegiatan Pemberda Kapanewon Cakupan koordinasi pemberdayaan
148,500,000 63.889.000
yaan Desa Pandak masyarak at yaan Desa Pandak masyarakat kalurahan
persen persen
kalurahan
8 23,500,000 10 21.335.000




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026
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No
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja | Target Capaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Lembaga
Peningkatan Partisipasi Kzfa;i irzlﬁzts?nasi Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Masyarakat dalam Forum Kapanewon Zlalagm pForunf Lembaga Masyarakat dalam Forum Kapanewon yang Berpartisipasi dalam  Forum Lembaga
Musyawarah Perencanaan Pandak Musvawarah Kemasyarakatan Musyawarah Perencanaan Pandak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kemasyarakatan
Pembangunan di Desa Y Pembangunan di Desa di Desa
Perencanaan
Pembangunan di Desa
Jumlah Laporan 5 3
Peningkatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kapanewon Efektivitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kapanewon Jumlah Laporan Peningkatan
Pemberdayaan Masyaraka t di PI’; n d:;{ Kegiatan 125,000,000 | Pemberdayaan Masyaraka t di F?an d::;,{ Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 42.554.000
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Laporan Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Capaian kinerja 100 Pemberdayaan Lembaga Cakupan koordinasi pemberdayaan 100
. Kapanewon pemberdayaan N Kapanewon f
Kemasyarakatan Tingkat 155,000,000 Kemasyarakatan Tingkat lembaga kemasyarakatan tingkat 35.550.000
K Pandak lembaga K Pandak K:
ecamatan 1 yarakatan Persen ecamatan apanewonn Persen
Jumlah Laporan 4 3
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kapanewon Fasilitasi 155.000.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kapanewon Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 35.550.000
Ekonomi Masyarakat Pandak Pengembangan Usaha ’ ? Ekonomi Masyarakat Pandak Usaha Ekonomi Masyarakat ) :
X Laporan Laporan
Ekonomi Masyarakat
PROGRAM KIO[ O! IRI DINASI Kapanewon E:r::ﬂ::nl:::i?: = 86 PROGRAM KOORDINASI Kapanewon Capaian kinerja penyelenggaraan 100
5 KETENTR A DAN Pl"andak ketertiban kapanewo 184,850,000 KETENTR AMAN DAN lfandak ke:entraman iarl: kezertibgagn umum 3,963,500
KETERTIBAN UMUM P P KETERTIBAN UMUM P
n ersen ersen
i inerj 86 100
Koordinasi Upaya Kapanewon C:xl:a::nkln::‘:ln Koordinasi Upaya Kapanewon Cakupan koordinasi ketentraman dan
Penyelenggaraan Ketenteraman Pl" dak ﬂ ty ¢ £ & d 184,850,000 Penyelenggaraan Ketenteraman lf dak ket l:'b k 6.050.000
dan Ketertiban Umum anda etentram an dan P dan Ketertiban Umum anda etertiban kapanewon. P
ketertiban umum ersen ersen
Jumlah Laporan Hasil
. . . Sinergitas dengan . . -
ilnergltas dengan Kepohs.lan Kepolisian Negara Sinergitas dengan Kepohs_lan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
egara Republikin donesia, . . Negara Republikin donesia, L . .
. . Kapanewon Republik Indonesia, 5 . . Kapanewon Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2
Tentara Nasional Indonesia dan . 184,850,000 Tentara Nasional Indonesia dan . . 6.050.000
X s N pandak Tentara Nasional laporan . X R Pandak Tentara Nasional Indonesia dan laporan
Instansi Vertikal di Wilayah . Instansi Vertikal di Wilayah . X R
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kecamatan . R . Kecamatan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
ili 100 100
PROGRAM Kapanewon C::‘lgl:?l Stai:;::s PROGRAM PENYELENGGARAAN Kapanewon Capaian Kinerja penyelenggaraan
6 | PENYELENGGARAAN URUSAN AP D s po 26,750,000 URUSAN PEMERIN TAHAN AP D tahon o Penyclengs 121.521.500
PEMERIN TAHAN UMUM p UMUM pemerintahan umum
umum Persen Persen
Penyeleng garaan Urusan Capaian kinerja 100 Penyeleng garaan Urusan . . . 100
Pemerinta han Umum sesuai Kapanewon penyelenggaraan 26,750,000 Pemerinta han Umum sesuai Kapanewon Cakupan. koordinasi pemerintahan 121.521.500
Pandak . Pandak umum di Kapanewon
Penugasan Kepala Daerah pemerintahan umum Persen Penugasan Kepala Daerah Persen
60 26,750,000 75 121.521.500
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No
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja | Target Capaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian | Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan
Pembinaan Wawasan Nasional dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Orang vang Mengikuti Pembinaan
Kebangsaan dan Ketahanan rangka Memantapkan dan Ketahanan Nasional dalam o g yang gikutl .
N Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Pengamalan rangka Memantapkan N
X . Nasional dalam rangka Memantapkan
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pengamalan Pancasila, >
B Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Pelaksanaan Undang- Pelaksanaan Undang- Undang .
Undang Dasar Negara Republik Kapanewon Undang Dasar Negara Orang Dasar Negara Republik Indonesia Kapanewon Undang-Undang Dasar Negara Republik Orang
Pandak Pandak Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
Serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

4,841,122,764

3.908.354.500




BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana

program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan

melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan

Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inkulusif” dengan Prioritas

Nasional meliputi:

1.

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan

Hak Asasi Manusia (HAM);

. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan

negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau,
dan ekonomi biru;

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui
peran aktif koperasi;

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas;

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan
industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri;

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan

kemiskinan;



7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
narkotika, judi, dan penyelundupan;

8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan
toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil

dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden
yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah

berupa program hasil terbaik cepat/quick wins sebagai barikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

Mencapai swasembada pangan,
energi, dan air.

Penyempurnaan sistem
penerimaan negara.

Reformasi politik, hukum, dan
birokrasi.

Pencegahan dan pemberantasan
korupsi.

Pemberantasan kemiskinan.
Pencegahan dan pemberantasan
narkoba.

Menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan bagi seluruh rakyat
Indonesia, peningkatan BPJS
kesehatan dan penyediaan obat
untuk rakyat.

Penguatan pendidikan, sains, dan
teknologi, serta digitalisasi.
Penguatan pertahanan dan

keamanaan negara dan

1. Memberi makan siang dan susu
gratis di sekolah dan pesantren,
serta bantuan gizi untuk anak
balita dan ibu hamil.

2. Menyelenggarakan pemeriksanaan
kesehatan gratis, menuntaskan
kasus TBC, dan membangun
rumah sakit lengkap berkualitas di
kabupaten.

3. Mencetak dan  meningkatkan
produktivitas lahan  pertanian
dengan lumbung pangan desa,
daerah, dan nasional.

4. Membangun sekolah-sekolah
unggul terintegrasi disetiap
kabupaten dan  memperbaiki
sekolah-sekolah yang perlu
renovasi.

S. Melanjutkan dan menambahkan
program kartu-kartu

kesejahteraan sosial serta kartu




PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pemeliharaan hubungan
internasional yang kondusif.
Penguatan kesetaraan gender dan
perlindungan hak perempuan,
anak, serta penyandang
disabilitas.

Menjamin pelestarian lingkungan
hidup.

Menjamin ketersediaan pupuk,
benih, dan pestisida langsung ke
petani.

Menjamin pembangunan hunian
berkualitas terjangkau, bersanitasi
baik untuk masyarakat
perdesaaan/perkotaan dan rakyat
yang membutuhkan.

Melanjutkan pemerataan ekonomi
dan penguatan UMKM melalui
program  kredit usaha dan
pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN) serta kota-kota inovatif,
karateristik-mandiri lainnya.
Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi berbasiskan
Sumber Daya  Alam (SDA)
termasuk sumber daya maritim
untuk membuka lapangan kerja
yang seluas-luasnya dalam
mewujudkan keadilan ekonomi.
Memastikan kerukunan
antarumat beragama, kebebasan
beribadah, pendirian, dan

perawatan rumah ibadah.

usaha untuk  menghilangkan
kemiskinan absolut.

. Kenaikan gaji ASN (terutama guru,
dosen, tenaga kesehatan, dan
penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat
negara.

. Melanjutkan pembangunan
infrastruktur desa dan kelurahan,
Bantuan Langsung Tunai (BLT),
dan menjamin penyediaan rumah
murah bersanitasi baik untuk yang

membutuhkan, terutama generasi

milenial, generasi Z, dan
masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR).

. Mendirikan Badan Penerimaan
Negara dan meningkatkan rasio
penerimaan  negara  terhadap
produk domestik bruto (PDB) ke
23%.




PROGRAM PRIORITAS PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

17. Pelestarian seni budaya,
peningkatan ekonomi kreatif dan

peningkatan prestasi olahraga.

maka

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut,

kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon

Pandak Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan
sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada

masyarakat.

. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam

mengupayakan penanggulangan masalah di wilayah baik bidang
ekonomi, kesehatan, pertanian, pendidikan, sosial budaya,

ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup.

3. Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan.

4. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta

dalam meningkatkan dan mengembangkan produktifitas industri yang

berkembang di masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

T
2026
Berku

ema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun
adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM

alitas dan Infrastruktur Berkelanjutan” dengan Prioritas Daerah (PD)

sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

PD-1:
PD-2:

PD-3:

PD-4:

PD-5:

Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal
didukung investasi.

Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan
dan tangguh bencana.

Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya



Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kapanewon Pandak serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra

Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026
Indikator Baseline Target
No Tujuan Sasaran Kinerja Utama | Satuan | Realisasi | Target | 2026
(IKU) 2024 2025
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) )
Meningkatkan Indeks Indeks n/a 3,70 3,80
penyelenggaraan Pelayanan
pemerintahan Publik
dan pelayanan Kapanewon
publik di
Kapanewon
Pandak
Meningkatnya Indeks Indeks n/a 92,29 92,58
kualitas tata | Kualitas
kelola Pelayanan  di
. Kapanewon
pemerintahan
dan pelayanan
publik  kepada
masyarakat  di
Kapanewon

Pandak




BAB 1IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon
Pandak Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pandak

Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Bantul

Perangkat
: Target I Prakiraan . L Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
UELT;J:SY} é r]ildang Indikator Program Akhir léeal1§as1 Sapstizn Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan SasarI;n Tahun 32 025 Penangaung
No Kode Kegi iz, / Kegiatan / Sub Periode apaian Target Jawab
egiatan / Sub . RENJA OPD
Kegiatan Kegiatan Renstra Tahun 2024 BRI CIFD) Target Sumber Prioritas Target | Pagu Indikatif (Rp)
OPD Tahun 2025 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Dana -
Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kapanewon Pandak 3.908.354.500,00 4.509.887.826,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00
2
1 2|0 PROGRAM Realisasi - 100 100.000.000,00 100.000.000,00
218 PENYELENGGARAAN pelaksanaan Persen
KEISTIMEWAAN program kegiatan
YOGYAKARTA urusan
URUSAN kebudayaan
KEBUDAYAAN
2 |10 | 5. Adat, Seni, Tradisi dan | Capaian - 100 100.000.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 100.000.000,00
2 |8 |07 Lembaga Budaya pelaksanaan Persen reformasi politik, good-governance Pelaku Seni,
kegiatan adat dan hukum dan pada berbagai UMKM
tradisi di birokrasi, serta tingkatan
kapanewon memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
210 |5 00 Gelar Budaya Jogja
2 |8 |07 |06
Jumlah Laporan 1 100.000.000,00 Kab. BANTUA Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 100.000.000,00 KAPANEWON
Gelar Budaya Lapora Bantul, | N reformasi politik, good-governance Pelaku Seni, PANDAK
Yogyakarta n Pandak | KEUANG | hukum dan pada berbagai UMKM
, AN birokrasi, serta tingkatan
Semua | KHUSUS | memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De DARI pencegahan dan transformasi tata
sa PEMERIN | pemberantasan kelola
TAH korupsi, narkoba, pemerintahan dan
DAERAH | judi, dan pelayanan publik
PROVINS | penyeludupan. yang berkualitas
I dan berkeadilan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.996.000,00 35.996.000,00
0 SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 35.996.000,00
1
2 0|0 PROGRAM Persentase - 100 35.996.000,00 - 35.996.000,00
1|4 PENYELENGGARAAN kesesuaian Persen
KEISTIMEWAAN dokumen
YOGYAKARTA perencanaan dan
URUSAN pengendalian
KELEMBAGAAN DAN urusan
KETATALAKSANAAN keistimewaan
dengan regulasi
0|0 |5 Penataan Capaian - 100 35.996.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Kapanewon - 35.996.000,00
1|4 ]01 Kelembagaan dan pelaksanaan Persen reformasi politik, good-governance dan kalurahan
Ketatalaksanaan urusan hukum dan pada berbagai
Keistimewaan kelembagaan birokrasi, serta tingkatan
sesuai dengan memperkuat 2. Mewujudkan
perdais pencegahan dan transformasi tata
kelembagaan pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0|0 |5 00 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
114 ]01 |07
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2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen 2 35.996.000,00 Kab. BANTUA Memperkuat 5. Penguatan Kapanewon 35.996.000,00 KAPANEWON
Hasil Penerapan Dokum Bantul, | N reformasi politik, good-governance dan kalurahan PANDAK
Keistimewaan di en Pandak | KEUANG | hukum dan pada berbagai
Kapanewon/Kema s AN birokrasi, serta tingkatan
ntren dan Semua KHUSUS | memperkuat 2. Mewujudkan
Kalurahan/Kelura Kel/De DARI pencegahan dan transformasi tata
han yang sa PEMERIN | pemberantasan kelola
Didampingi TAH korupsi, narkoba, pemerintahan dan
DAERAH | judi, dan pelayanan publik
PROVINS | penyeludupan. yang berkualitas
I dan berkeadilan
UNSUR KEWILAYAHAN 3.772.358.500,00 4.373.891.826,00
0 KECAMATAN 3.772.358.500,00 4.373.891.826,00
1
3 0|0 PROGRAM Nilai Akuntabilitas 81,21 3.516.813.000,00 4.002.343.608,00
1 1 PENUNJANG URUSAN | Kinerja Instansi Angka
PEMERINTAHAN Pemerintah (AKIP) 94,60
DAERAH Perangkat Daerah Indeks
KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Perangkat Daerah
0|0 |2 Perencanaan, Capaian kinerja 100 5.250.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Aparat 5.700.000,00
1 (1 ]01 Penganggaran, dan perencanaa n dan Persen reformasi politik, good-governance Kapanewon
Evaluasi Kinerja evaluasi perangkat hukum dan pada berbagai
Perangkat Daerah daerah birokrasi, serta tingkatan
memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0|0 |2 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1 [1]01 |01
Jumlah Dokumen 7 2.700.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 2.700.000,00 KAPANEWON
Perencanaan Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Perangkat Daerah en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
, (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0|0 |2 00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 [1]01 |07
Jumlah Laporan 5 2.550.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 3.000.000,00 KAPANEWON
Evaluasi Kinerja Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Perangkat Daerah n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
, (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan




Perangkat
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2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Administrasi Capaian kinerja 100 2.973.421.608,00 Memperkuat 5. Penguatan Aparat 2.981.656.608,00
1|02 Keuangan Perangkat pengadmini Persen reformasi politik, good-governance Kapanewon
Daerah strasian keuangan hukum dan pada berbagai
perangkat daerah birokrasi, serta tingkatan
memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 {02 |01
Jumlah Orang 20 2.917.586.608,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 2.917.586.608,00 KAPANEWON
yang Menerima Orang/ Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Gaji dan bulan Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Tunjangan ASN s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, | pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1 [ 02 |02
Jumlah Dokumen 12 52.010.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 60.245.000,00 KAPANEWON
Hasil Penyediaan Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Administrasi en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Pelaksanaan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Tugas ASN Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, | pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1 |02 |07
Jumlah Laporan 14 3.825.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 3.825.000,00 KAPANEWON
Keuangan Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Bulanan/ n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Triwulanan/ s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Semesteran SKPD Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
dan Laporan pencegahan dan transformasi tata
Koordinasi pemberantasan kelola
Penyusunan korupsi, narkoba, pemerintahan dan
Laporan Keuangan judi, dan pelayanan publik
Bulanan/Triwulan penyeludupan. yang berkualitas
an/Semesteran dan berkeadilan
SKPD
2. Administrasi Capaian Kinerja 100 2.550.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Aparat 4.000.000,00
1 |05 Kepegawaian Admiistrasi Persen reformasi politik, good-governance Kapanewon
Perangkat Daerah Kepegawaian hukum dan pada berbagai
Perangkat daerah birokrasi, serta tingkatan
memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1 |05 | 05
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2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen 2 2.550.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 4.000.000,00 KAPANEWON
Monitoring, Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Evaluasi, dan en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Penilaian Kinerja s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Pegawai Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. Administrasi Umum Capaian kinerja 100 162.913.348,00 Memperkuat 5. Penguatan Aparat 298.747.969,00
1|06 Perangkat Daerah pengelolaan Persen reformasi politik, good-governance Kapanewon
administrasi hukum dan pada berbagai
umum birokrasi, serta tingkatan
memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Penyediaan Komponen Instalasi
1 {06 |01
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket 4 Paket | 5.746.200,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 7.500.000,00 KAPANEWON
Komponen Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Instalasi Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Listrik/Peneranga s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
n Bangunan Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kantor yang Kel/De pencegahan dan transformasi tata
Disediakan sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 [ 06 |02
Jumlah Paket 4 Paket | 47.760.448,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 29.154.408,00 KAPANEWON
Peralatan dan Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Perlengkapan Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Kantor yang s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Disediakan Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 [ 06 |03
Jumlah Paket 4 Paket | 8.752.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 26.793.561,00 KAPANEWON
Peralatan Rumah Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Tangga yang Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Disediakan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
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2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 |06 | 05
Jumlah Paket 4 Paket | 7.119.700,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 21.800.000,00 KAPANEWON
Barang Cetakan Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
dan Penggandaan Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
yang Disediakan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 |06 | 06
Jumlah Dokumen 12 2.400.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 7.000.000,00 KAPANEWON
Bahan Bacaan Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
dan Peraturan en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Perundang- s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Undangan yang Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
Disediakan pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 [ 06 |09
Jumlah Laporan 40 86.035.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 195.000.000,00 KAPANEWON
Penyelenggaraan Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Rapat Koordinasi n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
dan Konsultasi , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
SKPD Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1 {06 |10
Jumlah Dokumen 1 2.550.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 8.500.000,00 KAPANEWON
Penatausahaan Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Arsip Dinamis en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
pada SKPD , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0| 2. 00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1 (06 |11
Jumlah Dokumen 2 2.550.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 3.000.000,00 KAPANEWON
Dukungan Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Pelaksanaan en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Sistem , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Pemerintahan Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
Berbasis pencegahan dan transformasi tata
Elektronik pada pemberantasan kelola
SKPD korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
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2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Penyediaan Jasa Capaian kinerja 100 195.389.744,00 Memperkuat 5. Penguatan Aparat 262.239.031,00
1|08 Penunjang Urusan penyediaan jasa Persen reformasi politik, good-governance Kapanewon
Pemerintahan Daerah penunjang urusan hukum dan pada berbagai
pemerintah birokrasi, serta tingkatan
daerah memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 [ 08 |02
Jumlah Laporan 12 62.300.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 55.000.000,00 KAPANEWON
Penyediaan Jasa Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Komunikasi, n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Sumber Daya Air , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
dan Listrik yang Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
Disediakan pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 [ 08 |03
Jumlah Laporan 4 14.640.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 25.000.000,00 KAPANEWON
Penyediaan Jasa Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Peralatan dan n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Perlengkapan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Kantor yang Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
Disediakan pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 {08 | 04
Jumlah Laporan 48 118.449.744,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 182.239.031,00 KAPANEWON
Penyediaan Jasa Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Pelayanan Umum n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Kantor yang s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Disediakan Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. Pemeliharaan Barang Capaian kinerja 100 177.288.300,00 Memperkuat 5. Penguatan Aparat 450.000.000,00
1|09 Milik Daerah pemeliharaan Persen reformasi politik, good-governance Kapanewon
Penunjang Urusan barang milik hukum dan pada berbagai
Pemerintahan Daerah | daerah birokrasi, serta tingkatan
memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
2. 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 /09 |01
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2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah 9 Unit 125.136.600,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 155.000.000,00 KAPANEWON
Kendaraan Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Perorangan Dinas Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
atau Kendaraan , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Dinas Jabatan Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
yang Dipelihara pencegahan dan transformasi tata
dan dibayarkan pemberantasan kelola
Pajaknya korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
710 2. 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 [1]09 |09
Jumlah Gedung 2 Unit 52.151.700,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Aparat 295.000.000,00 KAPANEWON
Kantor dan Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kapanewon PANDAK
Bangunan Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Lainnya yang , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Dipelihara/Direha Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
bilitasi pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
4 710 (0 PROGRAM Capaian kinerja - 100 28.535.000,00 28.535.000,00
112 PENYELENGGARAAN kebijakan Persen
PEMERINTAHAN DAN | pelayanan
PELAYANAN PUBLIK
710 |0 | 2. Koordinasi Cakupan - 100 20.135.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Forkompimkap 20.135.000,00
1 (2|01 Penyelenggaraan koordinasi Persen reformasi politik, good-governance
Kegiatan penyelenggaraan hukum dan pada berbagai
pemerintahan birokrasi, serta tingkatan
Pemerintahan di kapanewon memperkuat 2. Mewujudkan
Tingkat Kecamatan pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
710 [0 | 2. 00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1 (2 ]01 |01
Jumlah Laporan 4 5.600.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Forkompimkap 5.600.000,00 KAPANEWON
Koordinasi/Sinergi Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance PANDAK
Perencanaan dan n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Pelaksanaan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Kegiatan Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Pemerintahan Kel/De pencegahan dan transformasi tata
dengan Perangkat sa pemberantasan kelola
Daerah dan korupsi, narkoba, pemerintahan dan
Instansi Vertikal judi, dan pelayanan publik
Terkait penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
710 [0 | 2. 00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1 |2 ]01 |02
Jumlah Dokumen 4 14.535.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Forkompimkap 14.535.000,00 KAPANEWON
Peningkatan Dokum Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance PANDAK
Efektifitas en Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai
Kegiatan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Pemerintahan di Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Tingkat Kel/De pencegahan dan transformasi tata
Kecamatan sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan




Perangkat

. Target s Prakiraan . N Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
UUI'usal’l {_) Bidang Tetitrier BromE Akhir léeahs.am Empstiza Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Sasarli’)in Tahun J2 025 Penanggung
No Kode rusan {/ Lozt / Kegiatan / Sub Periode apaian Target Jawab
Keg}l{atgn t/ Sub Kegiatan Renstra ?E}ll\l JAZ%ZE)} RENJA OPD T Priorit T : | p Indikatif (R
cglatan OPD ahun W 2 || eeg e i) || e || e rioriras S agu [ndikatif (Rp)
2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 | 2. Pelaksanaan Urusan Cakupan 100 8.400.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 8.400.000,00
2 | 04 Pemerintahan yang koordinasi Persen reformasi politik, good-governance Kalurahan dan
Dilimpahkan kepada pelayanan hukum dan pada berbagai Kapanewon
Camat kapanewon birokrasi, serta tingkatan
memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
2 104 | 02
Jumlah Laporan 2 8.400.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 8.400.000,00 KAPANEWON
Pelaksanaan Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kalurahan dan PANDAK
Nonperizinan pada n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai Kapanewon
Urusan , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Pemerintahan Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
5 0 PROGRAM Capaian kinerja 100 99.439.000,00 206.150.000,00
3 PEMBERDAYAAN pemberdayaan Persen
MASYARAKAT DESA masyarakat
DAN KELURAHAN
0 | 2. Koordinasi Kegiatan Cakupan 100 63.889.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 51.150.000,00
3 |01 Pemberdayaan Desa koordinasi Persen reformasi politik, good-governance Kalurahan dan
pemberdayaan hukum dan pada berbagai Kapanewon
masyarakat birokrasi, serta tingkatan
kalurahan memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
3 |01 |01
Jumlah Lembaga 10 21.335.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 23.500.000,00 KAPANEWON
Kemasyarakatan Lemba Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kalurahan dan PANDAK
yang ga Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai Kapanewon
Berpartisipasi Kemas s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
dalam Forum yaraka Wijirejo memperkuat 2. Mewujudkan
Musyawarah tan pencegahan dan transformasi tata
Perencanaan pemberantasan kelola
Pembangunan di korupsi, narkoba, pemerintahan dan
Desa judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3 101 |03
Jumlah Laporan 3 42.554.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 27.650.000,00 KAPANEWON
Peningkatan Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kalurahan dan PANDAK
Efektivitas n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai Kapanewon
Kegiatan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Pemberdayaan Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Masyarakat di Kel/De pencegahan dan transformasi tata
Wilayah sa pemberantasan kelola
Kecamatan korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan




Perangkat

. Target . Prakiraan . L Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
UUmsan {—) Bidang Indikator Program Akhir léea11§a31 e - Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan S arl‘?in Tahun J202 5 Penanggung
No Kode rusan J IS / Kegiatan / Sub Periode apaian Target Jawab
Keg}l{atgn t/ Sl Kegiatan Renstra ?E}ll\l JAZ%ZE)} RENJA OPD T Priorit T ¢ P Indikatif (R
cglatan OPD ahun W 2 || eeg e i) || e || e rioriras S agu [ndikatif (Rp)
2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 | 2. Pemberdayaan Cakupan 100 35.550.000,00 Memperkuat 5. Penguatan UMKM, 155.000.000,00
3 |03 Lembaga koordinasi Persen reformasi politik, good-governance Kalurahan dan
Kemasyarakatan pemberdayaan hukum dan pada berbagai Kapanewon
Tingkat Kecamatan lembaga birokrasi, serta tingkatan
kemasyarakatan memperkuat 2. Mewujudkan
tingkat Kapanewo pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3 |03 | 04
Jumlah Laporan 3 35.550.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan UMKM, 155.000.000,00 KAPANEWON
Fasilitasi Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kalurahan dan PANDAK
Pengembangan n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai Kapanewon
Usaha Ekonomi , (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Masyarakat Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Kel/De pencegahan dan transformasi tata
sa pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
6 0 PROGRAM Capaian kinerja 100 6.050.000,00 6.050.000,00
4 KOORDINASI penyelenggaraan Persen
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum
0 | 2. Koordinasi Upaya Cakupan 100 6.050.000,00 Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 6.050.000,00
4 | 01 Penyelenggaraan koordinasi Persen reformasi politik, good-governance Kalurahan dan
Ketenteraman dan ketentraman dan hukum dan pada berbagai Kapanewon
Ketertiban Umum ketertiban birokrasi, serta tingkatan
kapanewon memperkuat 2. Mewujudkan
pencegahan dan transformasi tata
pemberantasan kelola
korupsi, narkoba, pemerintahan dan
judi, dan pelayanan publik
penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
0 | 2. 00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4 |01 |01
Jumlah Laporan 2 6.050.000,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 6.050.000,00 KAPANEWON
Hasil Sinergitas Lapora Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kalurahan dan PANDAK
dengan Kepolisian n Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai Kapanewon
Negara Republik s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Indonesia, Tentara Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Nasional Kel/De pencegahan dan transformasi tata
Indonesia dan sa pemberantasan kelola
Instansi Vertikal korupsi, narkoba, pemerintahan dan
di Wilayah judi, dan pelayanan publik
Kecamatan penyeludupan. yang berkualitas
dan berkeadilan
7 0 PROGRAM Capaian Kinerja 100 121.521.500,00 130.813.218,00
5 PENYELENGGARAAN penyelenggaraan Persen
URUSAN pemerintahan
PEMERINTAHAN umum
UMUM




Perangkat
. Target L Prakiraan i j
Urusan / Bidang Tetitrier BromE Ak}%ir Rea11§a31 e - Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kse;c;;rig?lk Praklr%ziiaé%g gncana Pex?aarfggng
Urusan / Program / . . Capaian
No Kode . / Kegiatan / Sub Periode Target Jawab
Keg}l{atgn t/ Sub Kegiatan Renstra ?E}ll\l JAZ%ZE)} RENJA OPD T Priorit T : | p Indikatif (R
cglatan OPD ahun W 2 || eeg e i) || e || e rioriras S agu [ndikatif (Rp)
2026 Dana Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 | 2. Penyelenggaraan Cakupan - 100 121.521.500,00 Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 130.813.218,00
5 |01 Urusan Pemerintahan | koordinasi Persen reformasi politik, good-governance Kalurahan dan
Umum Sesuai pemerintahan 100 hukum dan pada berbagai Kapanewon
Penugasan Kepala umum di Persen birokrasi, serta tingkatan
Daerah Kapanewon 100 memperkuat 2. Mewujudkan
Capaian kinerja Persen pencegahan dan transformasi tata
penyelenggaraan pemberantasan kelola
pemerintahan korupsi, narkoba, pemerintahan dan
umum judi, dan pelayanan publik
Capaian Kinerja penyeludupan. yang berkualitas
penyelenggaraan dan berkeadilan
pemerintahan
umum
0 | 2. 00 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
5 |01 |01
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang 75 121.521.500,00 Kab. DANA Memperkuat 5. Penguatan Masyarakat, 130.813.218,00 KAPANEWON
yang Mengikuti Orang Bantul, | ALOKASI | reformasi politik, good-governance Kalurahan dan PANDAK
Pembinaan Pandak | UMUM hukum dan pada berbagai Kapanewon
Wawasan s (DAU) birokrasi, serta tingkatan
Kebangsaan dan Semua memperkuat 2. Mewujudkan
Ketahanan Kel/De pencegahan dan transformasi tata
Nasional dalam sa pemberantasan kelola
rangka korupsi, narkoba, pemerintahan dan
Memantapkan judi, dan pelayanan publik
Pengamalan penyeludupan. yang berkualitas
Pancasila, dan berkeadilan
Pelaksanaan

Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

JUMLAH

3.908.354.500,00

4.509.887.826,00




BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan
berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor
31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana
pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap
hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam
tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang
digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan

penyesuaian.

\@M JWI ATMOKO S.Sos

IP. 196905231997031001
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